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Pendahuluan
• Penggunaan rempah ikan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami merupakan

sebuah tradisi yang telah dijalankan secara turun temurun, dilakukan sebagai bentuk
rasa terima kasih masyarakat terhadap leluhur dan alam semesta.

• Penggunaan rempah ikan tradisional berasal dari pohon akasia, sagu, dan tuba atau
tanaman tanaman lain.

• Dalam praktiknya penggunaan rempah ikan tradisional seringkali disamakan dengan
penggunaan racun ikan berbahan kimia yang pada akhirnya menimbulkan ketidak
pastian hukum dan konflik antara masyarakat adat dengan apparat penegak hukum.

• Terdapat adanya benturan pasal dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang
perikanan yang melarang penggunaan hal hal yang dapat membahayakan ekosistem
air dengan praktik adat yang dianggap sebagai bentuk kearifan lokal.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah penggunaan rempah ikan tradisional dapat dikatakan sama

dengan penggunaan racun ikan menurut undang-undang perikanan?
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Metode
Penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum
primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta
perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan bahan hukum sekunder berupa
artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang terkait, dengan pendekatan perundang-
undangan yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan yang melindungi
kearifan lokal dengan peraturan yang mengatur tentang perikanan dan penggunaan
rempah ikan tradisional. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
analisis deduktif.
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Hasil
Berdasarkan analisis terhadap beberapa regulasi telah memberikan hasil bahwa
penggunaan rempah ikan tradisional tidak dapat disamakan dengan penggunaan racun
ikan berbahan kimia. Meskipun rempah ikan tradisional mengandung zat yang bersifat toksik
terhadap ikan, sifatnya lebih selektif, alami, mudah terurai, dan digunakan secara terbatas
sebagai bagian dari kearifan lokal yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Tujuan
penggunaannya pun berbeda bukan untuk eksploitasi besar-besaran, melainkan untuk
memenuhi kebutuhan masayarakat lokal secara berkelanjutan dan dengan dampak minimal
terhadap ekosistem.
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Pembahasan
Menurut undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

• Memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam
pengelolaan sumber daya perikanan termasuk praktik-praktik tradisional.

• Penggunaan rempah ikan tradisional mengarah pada metode penangkapan yang
selektif dan berorientasi pada keberlanjutan dengan melihat dampak yang ditimbulkan.

• Melarang tegas penggunaan bom, racun, atau hal hal yang dapat merugikan atau
membahayakan ekosistem air. Sementara penggunaan rempah ikan tradisional tidak
terdapat larangan mengenai penggunaannya, undang-undang ini justru memberikan
ruang untuk hal tersebut meskipun tidak diatur secara spesifik.

• Menurut para ahli dan temuan riset penggunaan rempah ikan tradisional tidak dapat 
disamakan dengan penggunaan racun ikan berbahan kimia dikarenakan dampak 
maupun bahan yang digunakan jauh berbeda.

• Secara hukum penggunaan racun ikan berbahan kimia dilarang tegas dalam undang-
undang perikanan, namun berbeda dengan penggunaan rempah ikan tradisional, 
meskipun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tersebut.
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Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

• Rempah tradisional dapat diartikan sebagai bahan atau ramuan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-
bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun.

• Bahan-bahan rempah ikan tradisional yang berasal dari tumbuhan secara prinsip tidak
selalu dapat dikategorikan sebagai racun berbahaya, karena masih memiliki dampak
positif dalam bidang kesehatan.

• Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terutama pada pasal
1 angka 17 menyebutkan bahwa rempah termasuk dalam kategori bahan alam
yang memiliki potensi sebagai obat bahan alam.

• Secara hukum rempah ikan bukan tergolong sebagai zat berbahaya selama
penggunaannya tidak dicampur dengan bahan kimia yang dilarang, meskipun
undang-undang nomor 17 tahun 2023 tidak mengkategorikan rempah sebagai racun
namun penggunaannya harus tetap hati-hati.

• Oleh karena itu posisi rempah tradisional lebih tepat apabila dikategorikan sebagai
bahan alami yang berpotensi sebagai obat alam kategori obat bahan alam lainnya
dan bukan racun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang kesehatan, meskipun tidak sepenuhnya bebas risiko, ia adalah sumber daya
yang bernilai.
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Menurut undang-undang nomor 9 tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia

• Racun yaitu zat atau unsur senyawa atau campuran yang dengan jumlah kecil yang
karena pengaruh kimianya dapat menyebabkan, keracunan, luka berat, cacat, dan
kematian melalui paparan pada saluran pernapasan kulit maupun pencernaan dan
berbahaya bagi ekosistem. Bahan ini dapat berbentuk gas, cair, atau padat.

• Rempah ikan tradisional tidak dapat dikategorikan sebagai racun mengingat dampak
yang ditumbulkannya dan penggunaannya yang tidak dicampur dengan zat kimia
seperti sianida dan pestisida.

• Meskipun terdapat kandungan senyawa aktif dalam tanaman tuba, namun diketahui
memiliki tingkat toksisitas yang selektif yang cenderung lebih aman terhadap ekosistem
maupun kesehatan manusia dan hewan jika dibandingkan dengan racun sintetis.

• Mengenai efektivitasnya, rempah ikan tradisional sebagai media untuk menangkap ikan
tidak dapat dikatakan efektif secara mutlak, hal ini berbeda dengan racun ikan berbahan
kimia yang meskipun dalam jumlah kecil dapat membahayakan ekosistem.

• Dalam hal ini praktik tradisional tetap tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan,
penggunaannya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis, praktik yang tidak
diawasi ini dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan meskipun tidak separah
racun kimia.
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Temuan Penting Penelitian
• Rempah ikan tradisional (tuba, akasia, sagu) tidak dapat disamakan dengan racun ikan kimia.

• Rempah tradisional bersifat alami, toksisitas ringan, cepat terurai, dan digunakan terbatas dan merupakan 
bagian dari kearifan lokal.

• Racun ikan kimia (sianida, pestisida) bersifat sangat beracun, merusak ekosistem luas, sulit terurai, dan 
dilarang undang-undang.

• Undang-Undang Perikanan mengakui pentingnya hukum adat dan kearifan lokal, selama tidak merusak 
lingkungan.

• Undang-Undang Kesehatan menempatkan rempah sebagai bagian dari bahan alam yang bermanfaat, 
bukan racun.

• Rempah tradisional dapat dianggap sebagai metode penangkapan ramah lingkungan & berkelanjutan 
bila digunakan secara terbatas dan diawasi.
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Manfaat Penelitian
• Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat khususnya dalam
memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi terkait penggunaan rempah ikan
tradisional. Melalui pemahaman ini masyarakat dapat tetap melaksanakan praktik tradisional mereka
tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga potensi konflik antara masyarakat adat dan
hukum dapat diminimalisasi. Selain itu penelitian ini juga berupaya untuk mendorong pelestarian
kearifan tradisional dengan menyajikan analisis yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan
kebijakan atau regulasi yang lebih adaptif. Regulasi semacam itu diharapkan mampu
menyeimbangkan antara perlindungan terhadap lingkungan hidup dan penghormatan terhadap
tradisi masyarakat lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun.

• Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum
khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara regulasi modern dan praktik
tradisional masyarakat dengan mengkaji penggunaan rempah ikan tradisional dalam konteks hukum
perikanan. penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan konsep harmonisasi hukum yang
mampu mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan,
selain itu penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademis dalam merumuskan hukum yang lebih
adaptif dan kontekstual termasuk memungkinkan adanya pengecualian atau perlakuan khusus
terhadap praktik-praktik tradisional yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat
terutama dalam kerangka hukum positif Indonesia.
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